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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor : 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 atas Uji
Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang berakibat
pada dibatalkannya penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
pengaturan  perhitungan  Retribusi Pengendalian = Menara
Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah
Nomor 4 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan ketentuan baru
yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi;

. bahwa berdasarkan putusan tersebut, penetapan besaran tarif

retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan atas
beban pengendalian dan pengawasan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teleh diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DAN

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



MENETAPKAN

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga, Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dengan persetujuan bersama Bupati.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah.

7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah yang selanjutnya disebut Badan ;

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah  Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
persampahan yang diberikan oleh Pemerintah daerah meliputi
pengambilan, / pengumpulansampabh, pengangkutan
sampah.serta penyediaan lokasi pembuangan dan
pemasukan akhir sampah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas
yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang
disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau
organisasi /Masyarakat atau swasta untuk menampung
sampah.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah
disediakan oleh Pemerintah Daerah ,untuk menampung,
mengolah dan memusnahkan sampah.

Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau
membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi
TPS oleh masyarakat atau petugas.

Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan
yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan
kesejahtraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;

Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan
bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
umum.

Di Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir
yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.

Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi
jalan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/
sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola
Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak wajib diuji.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta
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samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-
rumabh.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,
termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk
untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga
ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan
untuk angkutan barang.

Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat
itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan
bermotor.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan
sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor
penariknya.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain :

a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia
b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas
(stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan

bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang
dengan dipungut bayaran.

Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk
melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi
kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya
disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan
bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil
barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang
dioperasikan dijalan.

Pengujian wulang adalah pengujian yang dilaksanakan
terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian
tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan
atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat
rnembahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau
pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan
yang diubah bentuk dan atau fungsinya.

Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan  yang
dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan
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perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan
karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan
Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar
wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi
persyaratan yang berlaku.

Mutasi Uji adalah pencabutan / pemindahan berkas uji
kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat
JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut
muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau
kendaraan khusus.

Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala
berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian,
nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang
secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.

Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi infomasi
secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada
bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan teknis yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan
jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan
laik jalan.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya
digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di
jalan darat atau di air.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan
daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Peta adalah gambaran dan/atau lukisan pada kertas yang
menunjukkan letak tanah, laut,sungai gunung dan bangunan
yang berada diatasnya dengan perbandingan ukuran dan
atau skala yang ditentukan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran
atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.

Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku
dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,
takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum
dipakai.

Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak
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melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas
alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapnnya
yang telah ditera.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan
daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui
sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang
lainnya.

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan

negara yang telah mendapatkan izin untuk
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan
telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan
penyediaaan pelayanan telekomunikasi sehingga
memungkinkan terselenggaranya komunikasi.

Operator adalah perusahaan-perusahaan operator

telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya
memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang
selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara
telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi
sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain
dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
jaringan telekomunikasi.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian
menara telekomunikasi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur
berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan
dan pengendalian menara telekomunikasi.

Jumlah Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan
dan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa
belanja perjalanan dinas dan belanja habis pakai.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 32
Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya
penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
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(2)

(3)

(4)

()

berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis
pakai.

Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan
memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagai berikut :

KJM x KJT
2

RPMT = x Tarif

Keterangan :

RPMT : Retribusi Jasa Umum

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJT : Koefisien Jarak Menara

Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalah
sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara.

NO. Jenis Menara Nilai Koefisien
1 Menara Empat Kaki 1.1
2 Menara Tiga Kaki 1.0
3 Menara Pole 0.9
Jumlah 3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

No. Lokasi / KawasanMenara Nﬂaf
Koefisien

1 Jauh (Kecamatan Batang Alai Timur, 1.1
Limpasu, Hantakan, Haruyan dan
Labuan Amas Utara)

2 Sedang  (Kecamatan  Pandawan, 1.0
Labuan Amas Selatan, Batu
Benawa, Batang Alai Selatan dan
Batang Alai Utara)

3 Dalam Kota (Kecamatan Barabai) 0.9

Jumlah 3.0

Penetapan Formula penghitungan dan besaran Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menggunakan tarif
tunggal dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini.

Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu
Pasal 32 A, sehingga Pasal 32 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A



Dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara

telekomunikasi adalah:

a. Menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi
pertahanan, keamanan dan ketertiban.

b. Menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan
dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran
pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintah pusat / daerah.

c. Menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk
kepentingan radio penyiaran, Organisasi radio amatir Indonesia
(ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Radio
Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi.

d. Menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk
tujuan non-komersil atau bukan untuk mendapatkan
keuntungan.

6. Pasal 59 dihapus
PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 17 Juli 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
TTD
H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD
H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 07
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2017



II.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor
46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perhitungan besaran Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar paling 2 % (dua Persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 124 UU Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak berlaku
lagi dan tidak berkekuatan hukum mengikat, Karena bertentangan dengan Pasal
28 D dan Pasal 28 F UUD 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Penetapan Besaran Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan didasarkan pada beban
pengendalian dan frekuansi pengawasan terhadap menara itu sendiri.

Dengan dibatalkannya penjelasan atas Pasal 124 tersebut, maka dengan
sendirinya Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum,
khususnya pada pasal 32 yang mengatur tentang penetapan besaran Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar paling 2 % (dua persen) dari NJOP
sudah tidak berlaku lagi, dan untuk mengisi kekosongan payung hukum terhadap
pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka Perda Nomor 4
Tahun 2012 perlu direvisi agar sejalan dengan Pasal 28 D dan 28 F UUD 1945

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal32
Cukup Jelas

Pasal 32 A
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2017 NOMOR 110



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JULI 2017

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
Menggunakan Tarif Tunggal
Jumlah kunjungan ke menara pertahun untuk 75 menara x 2 kali = 150 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 150 kunjungan dibutuhkan 50 hari kerja dengan biaya operasional pertahun adalah sebagai
berikut :

1 Honorarium 1 Tim Kolektif 1 Tahun | Rp. 27.600.000 Rp. 27.600.000
2 Transportasi 1 Tim 50 Hari Rp. 220.000 Rp. 11.000.000
3 Uang Harian 3 Orang 50 Hari Rp. 125.000 Rp. 18.750.000
4 Alat Tulis Kantor 1 Tahun Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000
Total Biaya Operasional Pertahun Rp. 63.350.000
Biaya Rata-Rata atau Tarif Per Menara Pertahun (75 Menara) Rp. 844.667
Dibulatkan Rp. 845.000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. ABDUL LATIF






